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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT 

BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS 

 

Oleh : 

 

FAJAR DWI SUKMA 

NIM.11870513875 

 

 Penelitian ini dilakukan pada kantor camat Bandar laksamana kabupaten 

Bandar Laksamana kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk menganalisis 

pelayanan administrasi dan untuk mengetahui pelayanan administrasi yang ada 

dikantor camat Bandar laksamana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitataif. Data yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data sehinga menemukan gambaran dan 

kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti serta menemukan pemecahan 

masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan administrasi dikantor 

camat Bandar laksamana belum baik, hal ini dapat dilihat dari indikatornya adalah 

aspek kesederhanaan, aspek kejelasan, aspek keamanan, aspek tanggung jawab, 

aspek sarana dan prasarana, dan aspek efisien yang belum berjalan dengan baik. 

Faktor penghambatnya adalah kurangnya kebijakan yang diberikan, sumber 

aparatur yang kurang disiplin, sarana dan prasarana yang masih minim. 

 

Kata kunci : Pelayanan, Administrasi, Kantor Camat Bandar Laksamana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia masih terus mempercepat pertumbuhan nasionalnya sebagai 

negara berkembang. Pada dasarnya pembangunan adalah mewujudkan 

kemandirian serta masyarakat yang adil dan sukses. Daerah dialokasikan 

sebagian dari pertumbuhan ini untuk mengembangkan keunikan daerahnya. 

Kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengurus kepentingan dalam negeri 

sendiri diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, pemerintah memainkan 

peran penting dalam menyediakan layanan publik terbaik bagi seluruh 

warganya. Pengertian pelayanan publik adalah sebagai berikut, menurut Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan penduduk 

sehubungan dengan barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diberikan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Pelayanan administrasi yang ditawarkan kepada masyarakat 

merupakan bagian dari kegiatan organisasi publik dan komersial. Pegawai 

negeri sipil diperlukan sebagai abdi masyarakat yang bersatu padu, 

mempunyai pola pikir yang baik, bermartabat, efisien, bersih, dan sadar akan 

kewajibannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan organisasi. 



2 

 

 

Untuk menjamin agar pengaduan masyarakat mengenai pelayanan 

dapat ditangani, dilakukan upaya penyederhanaan, percepatan, memperpendek 

transparansi, dan memberikan kepastian pelayanan. Dampaknya, upaya 

peningkatan pelayanan diperkirakan akan menimbulkan keluhan masyarakat 

dari aparat pemerintah mengenai permasalahan tersebut, seperti prosedur 

pelayanan yang tidak jelas, waktu pelayanan yang tidak tepat, dan 

permasalahan pelayanan yang kompleks. 

Pelayanan  administrasi yang terbanyak yang ada di Indonesia 

dianataranya yaitu :  

1) Penyediaan jenis surat-menyurat 

2) Penyediaan jasa komunikasi 

3) Penyediaan jasa kebersihan 

4) Pelyanan pembangunan 

5) Penyediaan sarana dan prasarana kantor 

 

Inovasi pelayanan di kantor camat Bandar laksaman bengkalis sangat 

dinamis  hal ini disebabkan karena banyaknya inovasi-inovasi baru yang 

muncul, persoalan pelayanan menjadi masalah yang tiada hentinya sehingga 

harus terus-menerus dicarikan solusi untuk meingkatkan kualitas pelayaan. 

Inovasi yang diterapkan di kantor camat Bandar laksamana yakni inovasi yang 

dilakukan secara langsung dilapangan seperti pengurusan surat-menyurat pada 

masyarakat. Masyarakat dapat mengevaluasi layanan langsung yang 
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ditawarkan. Evaluasi kinerja pelayanan akan lebih akurat jika pelayanannya 

bagus dan memuaskan. Salah satu kritik utama terhadap kinerja pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belakangan ini adalah 

rendahnya tingkat pengelolaan pelayanan yang terjadi. Namun, hingga saat ini 

masyarakat belum selalu mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan 

yang ditawarkan, dan prosedur yang terkadang berbelit-belit seringkali 

membuat masyarakat tidak dapat memproses surat atau perizinan tertentu. 

Pelayanan administrasi pelayanan umum  merupakan salah satu bentuk 

pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. pelayanan administrasi 

pelayanan umum yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat, 

tepat jelas dan ramah. 

Temuan terbanyak masalah pelayanan pelayanan tersebut ada dikantor 

kantor kecamatan, diantaranya dalam pembuatan surat pengantar, surat masuk 

dan surat keluar dan surat pindah masuk dan surat pindah. Dalam hal 

pelayanan public, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Kendala lain pelayanan 

administrasi pelayanan umum dikantor ini yaitu terkait dengan pembuatan 

surat pengantar, surat keluar, surat masuk dan surat pindah masuk dan surat 

pindah keluar, hal tersebut terjadi karena dalam pembuatan surat tersebut 

belum sesuai dengan SOP, hal ini diktehui dengan adanya keluhan dari 

masyarakat. 

Namun pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau masyarakat 

nampaknya belum sesuai dengan harapan semua pihak, baik dari dalam 
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masyarakat maupun dari luar pemerintah itu sendiri, sebagai dampak dari 

berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat. fasilitas inventaris 

pelayanan dibandar laksamana kabupaten bengkalis bahwa belum ada 

pemasangan gambar alur atau tata cara pengurusan surat seperti surat 

pengantar Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), hal ini 

menyebabkan masyarakat bingung dan tidak mengetahui tata cara untuk 

mengurus surat-menyurat yang berhbungan dnegan administrasi 

kependudukan. Pemerintah kecamatan Bandar laksamana kabupaten 

Bengkalis memiliki kemampuan dalam meningkatkan pelayanan. 

Tabel 1.1 

Jumlah Desa dan Penduduk Yang BeradaDiKecamatan  

Bandar LaksamanaKabupatenBengkalis Pada  

Tahun 2020, 2021, Dan 2022. 

No 

 

Desa 

 

Penduduk 

2020 2021 2022 

1 Parit Satu Api Api 886 921 994 

2 Temiang 1.659 1.787 1.820 

3 Api-Api 1.542 1.682 1.721 

4 Tenggayun 2.114 2.287 2.390 

5 Sepahat 1.748 2.120 2.248 

6 Bukit Krikil 4.350 5.207 5.610 

7 Tanjung Leban 1.919 2.354 2.544 

 
Total 14.218 16.358 17327 

Sumber : Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 

Jadi,jumlah desa dan penduduk dikecamatan Bandar Laksamana 

Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya terjadi peningkatan. 
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Tabel 1.2  

Jumlah pengurusan adminsitrasi di kantor  

Kecamatan Bandar Laksamana  

Kabupaten Bengklis 

No 

 

Jenis 

 

Total pengurusan 

2020 2021 2022 

1  Kartu Tanda Penduduk (KTP)  9.890 10.584 11.839 

2  Kartu Keluarga (KK)  5.039 5.258 4.321 

3 Surat Pindah 78 85 93 

  Total  15.007 15.927 16.553 

     Sumber : kecamatan Bandar laksamana kabupaten bengkalis 

 

Jadi, jumlah pengurusan admnsitrasi di kantor kecamatan bandar 

laksamana terdiri dari tiga kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga(KK) dan 

surat pindah. Masing-masing total pengurusan terdiri dari lebih kurang seluruh 

total lima belas ribu. 

Tabel 1.3 

Jenis Dan Prosedur Bentuk Pelayanan Di Kantor  

Kecamatan Bandar Laksaman  

Kabupaten Bengkalis 

 

No Jenis Pelayanan Prosedur 

1. Kartui tanda penduduk( 

KTP  

Darii desa/lurahi kemudiani dibuat di kecamatan 

2. Surat keterangan pindah Dari desa/lurahditeruskankekecamatan 

3. Akte kelahiran Surat pengantar dari kelurahan, dilanjutkan ke 

UPTD, dani ke kantor camat untuk melengkapi 

surat keterangani dari bidan 

5. Kartu keluarga( KK ) Dari desa/kelurahanikemudian di lanjutkan di 

kecamatan 

Sumberdata :Kantor kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 

Jadi, Jenis pelayanan yang ada di kantor camat Bandar laksamana 

memiliki prosedur sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diurus 

diantaranya kartu tanda penduduk (KTP), Surat keterangan pindah, akte 

kelahiran, kartu keluarga. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan  administrasi 

kependudukan  suatu kecamatan. Oleh karenanya peneliti menggunakannya 

dalam sebuah penelitian dengan judul : “Analisis Pelayanan Administrasi Di 

kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelayanan administrasi kecamatan Bandar Laksamana 

Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa saja faktor penghambat pelayanan administrasi  di kecamatan Bandar 

Laksamana Bengkalis ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

diatas, yakni  : 

1. Untuk menganalisis pelayanan administrasi di kecamatan Bandar 

laksamana bengkalis 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pelayanan 

administrasi dikecamatan Bandar Laksamana Bengkalis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan 

datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti 

serta menjadi masukan mahasiswa administrasi negara untuk 

mempersiapkan diri terjun ke dunia masyarakat. penelitian ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 

b. Bagi kecamatan Bandar laksamana kabupaten bengakalis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik bidang administrasi agar lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan Publik 

2.1.1 Pengertian Publik 

Istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti 

umum, masyarakat dan negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima 

menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, dan ramai. Inu dkk 

mendefinisikan public adalah sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar 

dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memilii. Gruth dan 

Marsh mengungkapkan bahwa publik adalah setiap kelompok ornag yang 

memiliki minat atau nilai-nilai bersama dalam situasi tertentu, terutama 

kepentingan atau nilai-nilai mereka mungkin bertindak atas kesediaan. 

Dari beberpaa definisi diatas  maka dapat disimpulkan public adalah 

sekelompok orang/individu yang memiliki kepentingan dan minat yang 

sama akan sesuatu hal. 

2.1.2 Pengertian pelayanan publik 

Sinambela mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas kelompok yang 

menguntungkan dan memberikan kepuasan, meskipun hasilnya tidak 

berhubungan dengan produk nyata. Sedangkan menurut Gironroos, 

pelayanan adalah suatu aktivitas tanpa disadari atau rangkaian aktivitas 

tanpa disadari yang berasal dari kontak antara pelanggan dan staf atau dari 

barang lain yang ditawarkan oleh organisasi penyedia jasa dan 
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dimaksudkan untuk digunakan. Pelayanan adalah tindakan yang diberikan 

untuk membantu, mengatur, dan mengatur perpindahan produk atau jasa 

dari
 
 satu pihak ke pihak lain. Karena pelayanan hanyalah rangkaian tugas, 

maka hal ini sering terjadi dan terus menerus selama keberadaan 

organisasi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan baik penyedia 

layanan maupun penerima, dilakukan proses yang diinginkan. Upaya dan 

metode yang digunakan oleh pramusaji untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan termasuk dalam kategori pelayanan yang sangat luas. 

Pekerja atau pramusaji terpelajar yang sadar akan tugasnya tidak akan 

menyerah meski usahanya memuaskan pelanggan berhasil. Namun dia 

tetap bekerja keras agar bisa membantu dan maju sebelum kliennya 

mengutarakan kebutuhannya. 

Menurut definisi yang diberikan di atas, jasa adalah suatu kegiatan
 
atau 

usaha
 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui 

hubungan interaksi antara dua pihak dengan menggunakan alat berupa 

organisasi kelembagaan usaha bagi penerima atau pelanggan. 

Irfan Islam mengaku memberikan gambaran berikut tentang 

beragamnya pemahaman masyarakat umum:: 

1. Opini umum sama dengan opini publik. Kata publik mempunyai arti yang 

luas. 

2. Frasa perpustakaan umum dapat juga berarti perpustakaan rakyat. Orang 

adalah bagian dari kata publik. 
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3. Terjemahan dari kesehatan masyarakat adalah kesehatan masyarakat. 

Istilah publik juga bisa merujuk pada masyarakat 

Pelayanan publik adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh 

organisasi pemerintah pada tingkat usaha nasional, regional, dan negara 

bagian/regional dalam rangka memenuhi kewajiban dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. masyarakat. menetapkan pedoman hukum. Memenuhi kebutuhan 

masyarakat atau komunitas yang memiliki kepentingan komersial sambil tetap 

berpegang pada norma dan prosedur dasar yang ditetapkan secara tegas adalah 

cara lain untuk menyediakan layanan publik. Peran utama pemerintah adalah 

melayani masyarakat dengan membangun lingkungan yang mendorong 

inovasi dan pertumbuhan bagi setiap orang, serta melayani kepentingannya 

sendiri. Ketentuan yang, sesuai dengan, memenuhi kebutuhan orang atau 

komunitas yang berkepentingan dengan organisasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa yang 

disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan, otoritas publik atau lembaga pemerintah harus melakukan 

beberapa tindakan. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan dan 

mengelola pelayanan kepada masyarakat melalui institusi dan seluruh 

infrastrukturnya. Salah satu peran penting pemerintah adalah memberikan 

pelayanan publik. Pemerintah berfungsi sebagai lembaga yang berkewajiban 

memenuhi atau menyediakan kebutuhan masyarakat. 

Pada hakikatnya pelayanan publik mencakup berbagai aspek 

kehidupan. Dalam perjalanan eksistensi suatu bangsa, pemerintah mempunyai 

tugas untuk menyediakan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh 
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penduduk, mulai dari pelayanan berupa undang-undang atau pelayanan 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

pelayanan lainnya. 

Sekalipun kriteria ini seringkali tidak memenuhi harapan masyarakat 

karena secara historis, pelayanan publik sulit, mahal, lambat, dan memakan 

waktu, masyarakat harus selalu mendesak agar pejabat publik memberikan 

pelayanan publik yang unggul. Permasalahan muncul karena masyarakat terus 

memandang dirinya sebagai orang yang melayani, bukannya dilayani. 

2.1.3  Karakterisitik pelayanan 

Karakteristik pelayanan terdiri dari 5 diantaranya : 

1) Tangible mengacu pada ketersediaan fasilitas, peralatan, personil dna 

hal fisik lainnya terdiri atas : 

a. Penampilan petugas dalam melayani 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan  

c. kemudahan dalam proses pelayanan 

d. kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan 

e. kemudahan akses dalam proses pelayanan 

2) Reliability menyangkul kemampuan untuk melakukan layanan yang 

dijanjikan dengan tepat, diantaranya : 

a. Kecermatan petugas dalam melayani 

b. Adanya standar pelayanan yang jelas 

c. Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan 
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d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan. 

3) Responsiveness merupakan kemauan atau kesiapan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat, 

diantaranya : 

a. Setiap pengguna yang ingin memperoleh pelayanan 

mendapatkan tanggapan. 

b. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dan cermat. 

c. Semua kebutuhan direspon oleh petugas. 

4) Asurance berkaitan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan 

keyakinan, diantaranya : 

a. Petugas memberikan jaminana tepat waktu dalam pelayanan 

b. Petugas memberikan garansi legelitas dalam pelayanan 

c. Petugas memberikan jaminana kepastian biaya dalam 

pelayanan 

5) Emphaty, yaitu peduli dan perhatian individu dalam 

menyediakan pelayanan. : 

a. Mendahulukan kepentingan pengguna 

b. Pelayanan dengan sikap ramah, sopan santun dan tidak 

deskriminitif. 

c. Pelayanan yang menghargai setiap pengguna 
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2.1.4 Jenis-jenis pelayanan publik 

Peningkatan pelayanan publik mengandung makna adanya 

perubahan mutu, kondisi, dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik. 

Jadi kualitas dalam peningkatan pelayanan publik bersifat dinamis 

menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. 

kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada warga negara 

ataupun memberikan kepada warna negara untuk memenuhi kewajibannya 

terhadap negara. Ratminto dan Atik mengatakan bahwa bentuk pelayanan 

public yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam 

beberapa jenis pelayanan, yaitu : 

1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggrakan oleh 

organisasi public 

2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggrakan oleh 

organisasi privat. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang 

diselenggrakan oleh privat dapat dibedakan lagi menjadi : 

a. Yang bersifat primer 

b. Yang bersifat sekunder 

Perbedaan di antara jenis pelayanan publilk atau pelayanan umum 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat. Oleh pemerintah dan 

bersifat primer. Ini adalah semua penyediaan barag/jasa public yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan 

satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidka mau harus 



14 

 

 

memanfaatkannya, misalnya adalah pelayanan kantor dna pelayanan 

perizinan. 

2) Pelayanan publik yang diselenggrakan pemerintah bersifat sekunder ini 

adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus 

mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. 

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. pelayanan yang optimal pada akhirnya juga 

akan mampu meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi di 

mata masyarakat terus meningkat. Faktor utama yang mempengaruhi 

pelayanan adalah sumber daya manusia. Artinya peran manusia yang 

melayani masyarakat merupakan faktor utama karena hanya menusialah 

pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Dalam 

pelayanan umum terdapat faktor yang masing-masing mempunyai peranan 

berbeda tetapi saling berpengaruhi dan secara bersama-sama akan 

mewujudkan pelaksanaan dengan baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan, yaitu : 

1) Faktor kesadaran 

Kesadaran menunjukkan suaru keadaan pada jiwa seseorang yaitu 

merupakan titi temu dari berbagai pertimbangan sehingga 

diperoleh suatu keyanan, ketenangan, ketetapan hati, dan 

kesimbangan dalam jiwa yang bersnagkutan. 
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2) Faktor Aturan 

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan 

perbuatan ornag. Peran aturan harus dibuat, dipatuhi dna diawasi 

sehingga dpaat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan. 

3) Faktor organisasi 

Organisasi yang dimaksud tidak semata-mata dalam perwujudan 

susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan 

mekanisme yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang 

mamadai. 

4) Faktor Pendapatan 

Penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran 

yang telah dicurahkan untuk organisasi, baik dalam bentuk uang 

maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.  

2.1.6 Konsep Pelayanan Publik  

Pada dasarnya, layanan membantu dalam persiapan, pengelolaan, dan 

penyelesaian kebutuhan seseorang atau kelompok. Pelayanan publik dipahami 

secara luas sebagai suatu proses dari sejumlah tindakan yang diambil untuk 

menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat dalam bentuk 

rencana untuk melaksanakan tugas sehari-hari untuk memenuhi tuntutan 

mereka. 

Menurut Aparatur Negara
 
Nomor 63 Tahun 2004, pengertian dasar 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima 
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pelayanan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan 

peraturan. 

Menurut para ahli tersebut, penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud 

adalah pelayanan kepada masyarakat; tidak selalu merupakan pelayanan 

kolektif karena melayani kepentingan individu sepanjang kepentingan tersebut 

tetap diperhitungkan dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, penyediaan layanan merupakan fungsi dari suatu 

kelompok atau entitas yang fokus memberikan kembali kepada masyarakat. 

Disisi lain Moenir (2010) mengemukakan enam faktor yang 

mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik dan memuaskan, antara 

lain : 

1. Faktor kesadaran adalah suatu proses berpikir yang menggunakan cara-

cara perenungan, pertimbangan, dan perbandingan sehingga menghasilkan 

ketenangan, keyakinan, keteguhan hati, dan keseimbangan jiwa sebagai 

titik tolak tindakan segera maupun kegiatan yang akan diambil kemudian. 

2. Aktivitas dan tindakan setiap orang bergantung pada komponen pengatur. 

Dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup layak dan damai tanpa 

hukum seiring dengan semakin majunya masyarakat dan pluralismenya. 

Pertama, faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan ketika 

mempertimbangkan masyarakat sebagai subyek peraturan, termasuk:  

a. Otoritas;  

b. Pengetahuan
 
dan

 
pengalaman;  

c. Keterampilan berbahasa;  



17 

 

 

d. Pemahaman pelaksana; dan  

e. Disiplin dalam pelaksanaannya. 

3. Karena organisasi jasa terutama ditargetkan pada orang-orang dengan 

kepribadian dan keinginan yang rumit, faktor-faktor yang mempengaruhi 

organisasi jasa pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi organisasii pada umumnya. 

4. Besarnya pendapatan. Pendapatan adalah penjumlahan seluruh penerimaan 

seseorang atas tenaga dan pikiran yang telah diberikannya kepada orang 

lain atau badan organisasi selama kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk 

uang, peraturan, maupun fasilitas. 

5. Keterampilan dan kemampuan. Kemampuan berasal dari kata mampu 

yang berarti mampu (kata sifat/keadaan) dalam kaitannya dengan tugas 

atau pekerjaan. 

6. Unsur fasilitas pelayanan. Sarana yang dimaksud adalah segala bentuk 

perkakas, alat kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat primer 

atau sekunder dalam melakukan pekerjaan.. 

Selain hal tersebut, Agus Dwiyanto (2005:148) menyebutkan lima lagi 

indikator skala pelayanan publik, yaitu: 

a. Benda berwujud (tangible), seperti lokasi fisik, mesin, personel, dan 

fasilitas komunikasi penyedia layanan. 

b. Kapasitas untuk memberikan layanan yang memenuhi janjinya adalah 

keandalan. 
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c. Kemampuan untuk membantu pelanggan dan menawarkan layanan nyata 

disebut daya tanggap. 

d. Petugas penyedia layanan mempunyai keahlian, kesopanan, dan kapasitas 

untuk menanamkan kepercayaan pada pengguna layanan. 

e. Empati, atau kemampuan untuk fokus pada setiap layanan konsumen 

secara spesifik. 

Sama halnya dengan kabupaten, kecamatan merupakan tingkat 

pemerintahan yang bekerja langsung secara operasional dengan masyarakat 

yang terdiri dari desa dan kelurahan dan bertugas memenuhi segala macam 

tuntutan masyarakat. Memenuhi persyaratan komunitas akan selalu 

menghasilkan kepuasan pelanggan atau menawarkan layanan terbaik. 

 

2.1.7 Penyelenggara pelayanan  

Kegiatan pelayanan public diselenggarakan oleh instansi 

pemerintahan instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi 

satuan kerja atau satuan orang kementrian, department, lembaga, 

pemerintahan, kesekretarian lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan 

instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan 

usaha milik daerah. Sebagai penerima pelayanan public adalah orang, 

masyarakat, instansi pemerintah dna badan hukum. 

Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan 

umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai 

kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, 

sebagai konsumen mereka. 
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Dalam pasal 14 UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public 

menyatakan penyelenggara memiliki hak : 

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya 

b. Melakukan kerja sama 

c. Mempunyai anggaran pembiayaan peneyelenggaraan pelayanna public 

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dna tuntutan yang tidak 

sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan public 

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2.1.8 Hakikat pelayanan publik 

Hakikat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ibrahim mengatakan bahwa hakikat 

pelayanan antara lain : 

1) Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas 

pelaksanaan  tugas dan fungsi instansi pemerintahan di bidnag 

pelayanan. 

2) Mendorong segenap upaya untuk mengefektifitaskan dna 

mengefisienkan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dna 

berhasil guna. 
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3) Mendorong tumbuhnya kretivitas, prakarsa dan peran serta partisipasi 

masyarakat dalam pembenagunan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas.  

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat 

sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanna 

publik perlu memerhatikan dan menerpakan prinsip, standar, pola 

penyelenggara, tingkat kepuasaan masyarakat dan evaluasi kinerja 

pelayanan publik. 

2.1.9 Unsur-unsur pelayanan publik 

Bharata (2004) mengidentifikasi empat komponen pelayanan 

publik, antara lain: 

a. Penyedia jasa, atau individu atau organisasi yang mampu menawarkan 

jasa tertentu kepada konsumen, termasuk komoditas dan jasa. 

b. Orang-orang yang memperoleh layanan dari penyedia layanan, yang 

sering disebut pelanggan, dan melakukannya dengan berbagai cara 

c. Jenis layanan, atau jenis layanan yang dapat ditawarkan penyedia 

layanan kepada masyarakat yang memerlukannya. 

d. kepuasan klien: Ketika memberikan layanan, penyedia layanan 

tersebut harus mengingat tujuan utama layanan tersebut, yaitu 

kepuasan klien. 
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2.5 Prinsip Pelayanan Publik 

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi permintaan 

lokal atau kebutuhan layanan secara umum. Untuk mewujudkan hak 

ini, diperlukan layanan berkualitas tinggi yang mempertimbangkan 

preferensi dan kebutuhan masyarakat. Sesuai Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik paling sedikit harus memuat 

pedoman sebagai berikut.: 

a. Kesederhanaan, artinya metode pelayanan tidak sulit untuk 

dipahami dan dipraktikkan. 

b. Kejelasan; hal ini mencakup informasi mengenai standar teknis 

penyelenggaraan pelayanan publik, satuan kerja yang berwenang 

dan
 
bertanggung jawab di bidang permukiman dan pelayanan, serta 

rincian penetapan harga dan proses pembayaran pelayanan publik. 

c. Kepastian waktu, yaitu pelayanan publik harus dilaksanakan dan 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

d. Penerimaan produk pelayanan publik akurat, tepat, dan legal. 

e. Tanggung jawab: Pemimpin atau pejabat pelayanan publik dipilih 

untuk mengawasi penyediaan layanan dan mengatasi setiap 

masalah atau keluhan yang mungkin timbul. 

f. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, kelengkapannya, 

ketersediaan
 
peran kerja, dan aspek pendukung lainnya yang 

memadai, seperti penyediaan telekomunikasi. 
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     2.5.1Asas – Asas Pelayanan  

Pada dasarnya pelayanan dilaksanakan dalam satu rangkaian 

kegiatan yang bersifat sederhana, terbuka tepat, lancer, dan terjangkau. 

Oleh sebab itu megandung asas sebagai berikut:  

a. Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan tersebut, 

harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, 

sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus sesuai dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat berdasarkan ketentuan 

perundang-undanga yang berlaku dengan efesiensi dan 

efektifitasnya. 

c. Hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat 

memberikan keamanan, kenyamanan,kelancaran, dan kepastian 

hukum yang dapat dipertanggung jawapkan. 

      2.5.2 Standar Pelayanan Publik  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan 

ukuran yang dibakukan dalam penyelengaraan pelayanan publik yang 

wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.  

2.3 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik 

Pemerintah dipercaya untuk menyelenggarakan dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui seluruh 
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lembaga dan infrastrukturnya. Berbagai kegiatan dilakukan oleh 

perwakilan pemerintah. Moenir (1995:190) menegaskan bahwa ada 

tiga macam jasa pelayanan , diantaranya: 

a. Layanan lisan. Petugas di bidang kehumasan, pelayanan 

informasi, dan bidang lain yang bertugas menginformasikan 

kepada masyarakat tentang berbagai fasilitas pelayanan yang 

ditawarkan melakukan pelayanan lisan ini. 

b. Pelayanan berbasis tulisan. Layanan terkait penulisan ini dapat 

berupa edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan atau 

kesulitan yang sedang melanda masyarakat melalui penjelasan 

tertulis. 

c. Pelayanan ditunjukkan melalui perbuatan. Berbeda dengan bakat 

dan penjelasan lisan, jasa yang berbentuk tindakan adalah yang 

disampaikan sebagai tindakan atau akibat dari kegiatan. 

2.4 Definisi administrasi  

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, administrasi merupakan 

kegiantan yang diperoleh dengan menetapkan tujuan bersama yang 

berkaitan dengan pemerintahan, organisasi dan tata usaha. Philip harjon 

mengatakan bahwa administrasi adalah sebuah kegiatan yang meliputi kerja 

sama dalam lingkungan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.sedangkan A.Dunsire  mengatakan bahwa administrasi adalah 

sebagai arahan, kegiatan pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan 

indifidual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik. 

 



24 

 

 

2.2.2  Pelayanan Administrasi 

Ad artinya intensif dan ministrare artinya melayani, membantu, 

atau memuaskan dalam bahasa latin. Untuk membantu, melayani, 

memimpin, atau mengawasi semua tindakan dalam mencapai suatu tujuan, 

seseorang terlibat dalam administrasi. Pengertian administrasi adalah 

“pengarahan, kepemimpinan, atau pengendalian terhadap usaha 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Reksohadiprawiro 

mengartikan administrasi sebagai segala penataan dan penetapan fakta 

secara teratur, metodis, dengan tujuan memperoleh pemahaman 

menyeluruh dan interaksi timbal balik antara satu fakta dengan fakta 

lainnya. 

Kata manajemen berasal dari kata administrasi dalam
 

bahasa
 

Inggris, yang mengacu pada proses logis kerjasama antara
 
dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen mengacu pada 

keseluruhan kumpulan tugas yang merupakan pekerjaan utama yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  administrasi sebagai proses penuh penyelesaian tugas oleh dua 

orang atau lebih yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Manajemen mencakup proses untuk melaksanakan 

tindakan terkoordinasi oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuani 

yangi telah ditentukan. 
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2.5 Definisi Pelayanan Publik Menurut Pandangan Islam 

Melayani umat manusia dengan sebaik-baiknya tidak hanya menjadi 

tanggung jawab otoritas publik yang diberi amanah oleh negara, tetapi juga 

tanggung jawab orang yang beriman dan berakal. Kita semua pada dasarnya 

mempunyai tanggung jawab yang sama. Berikut adalah komentar Tuhan 

tentang pelayanan publik mengingat kenyataan bahwa tidak semua orang 

memiliki karunia yang sama dan bahwa organisasi tertentu mengontrol 

pekerjaan pelayanan publik untuk memenuhi maksud dan tujuan negara. 

                   

            

Artinya:  "Dani Katakanlahi: "Bekerjalahikamu, makai Allah idan iRasul-

Nya sertai orang-orangi mukmin akani melihat pekerjaanmui itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS, At-Taubah:105) 

 

Inti dari pelayanan publik selalu dihubungkan dengan suatu tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan tertentu 

untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan memberikan dukungan. 

Pelayanan masyarakat merupakan cerminan dari strategi keterlibatan 

masyarakat yang lebih luas dari seorang karyawan, yang mencakup perspektif 

membantu, ramah, dan profesional ketika menjalankan fungsi administratif, 

komoditas, dan layanan yang menyenangkan masyarakat dan mendorong 

individu untuk mencari layanan publik lagi. 

Seluruh petugas  mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dengan 

baik. Oleh karena itu, setiap karyawan diharuskan untuk berkontribusi kembali 
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kepada masyarakat dan mempelajari teknik-teknik pelayanan yang baru. 

Penguasaan ilmu pengetahuan termasuk dalam kecakapan hidup (life skill) 

karena akan menunjukkan kepada masyarak.at bahwa pegawai tersebut 

merupakan spesialis dalam bidang pelayanan publik. Seseorang yang bekerja 

pada pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan masyarakat dan 

mampu memuaskan serta memenuhinya. Hidup adalah tentang menjadi 

pelayan yang bisa membantu semaksimal mungkin kepada orang lain sebagai 

cara untuk mengekspresikan yang terbaik dalam diri orang lain, bukan hanya 

hidup untuk diri sendiri. 

2.6 Definisi Konsep  

   Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang 

terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan batasan terhadap konsep 

yang akan dioprasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik 

pengukuran. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayana administrative 

yang disediakan oleh penyelengaraan pelayanan publik ( UU No. 25 tahun 

2009 ). 

2 Pelayanan administrasi yang disediakan kepada masyarakat harus sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan dalam pedoman. 
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3 Good governance merupakan penyelenggara manajemen pembangunan 

yang bertanggung jawap dengan berbagai prinsip demokrasi penghindaran 

salah alokasi dana secara politik maupun administrasi. 

2.7 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indikator 

Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 

2009 tentang 

pelayanan public 

1.kesederhanaan Tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-

belit dan mudah dipahami 

2.kejelasan  Prosedur atau tata cara persyaratan 

pelayanan. 

3.keamanan Pelayanan umum dapat memberikan 

keamnaan dan kenyamanan
 

4.keterbukaan a.adanya upaya-upaya yang berkelanjutan 

untuk kualitas
 
pelayanan

 

b. adanya inovasi 

5. efesiensi a. mudahi diaksesi oleh masyarakati 

b. pelayanani yang terbukai 

6.sarana dan 

prasana 

Tersedianya sarana dan prasarana yang 

memadai 

7.ketepatan waktu Pelayanan yang diberikan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan 

Sumber : Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentangi pelayanan publik 

  



28 

 

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

NO Nama Hasil Perbedaan 

1. Ulfa Maharani 

(2022) 

hasil penelitiannya bahwa 

kesesuaian antara kemampuan 

pegawai dikelurahan kenangan baru 

sudah baik, pegawai menjalankan 

tugasnya dengan baik, sehingga 

masyarakat merasa puas dengan 

program dan pelayanan yang ada, 

sedikit kurangnya pelayanan ada 

kendala seperti kurangnya fasilitas 

penunjang sehingga pelayanan yang 

diberikan sedikit terlambat namun 

masih bisa diatasi oleh pihak 

keluarahan. 

Perbedaan penelitian 

ini dengan yang 

dilakukan peneliti 

dimana peneliti 

berfokus hanya 

menganalisis  

pelayanan pengurus 

administrasi 

kependudukan. 

 

2. Ertien R 

Nawangsari (2016) 

Untuk dapat mengambil 

kesimpulan bahwa kualitas 

pelayanan administrasi yang 

diberikan oleh kantor kecamatan 

pemerintah kabupaten Sidoarjo 

masuk dalam kategori baik, maka 

dari hasil penelitian tersebut harus 

mempertimbangkan permasalahan 

Perbedaan penelitian 

yan dilakukan oleh 

Ertien nawangsari 

hanya fokus pada 

kajian jasa manajemen 

administrasi. 

Sedangkan peneliti 

pelayanan admnistrasi 
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sebenarnya dari proses pelayanan 

administrasi pelayanan publik, yaitu 

bahwa prosedurnya masih 

membingungkan dan memakan 

waktu lebih lama dari yang 

dijanjikan. 

kependudukan. 

 

 

 

 

 

 

3 Toni Urhadi 

Kumayza (2014) 

Berdasarkan temuan penelitian, ada 

empat aspek komputasi dalam 

pelayanan: tangibilitas yang 

mendapat skor 4,3, keandalan yang 

mendapat skor 4,36, daya tanggap 

yang mendapat skor 4,26, dan 

empati yang mendapat skor 4,26. 

4.39 

 Toni Urhadi Kumayza 

berkonsentrasi pada 

kajian pelayanan 

administrasi. 

Sedangkan peneliti 

berfokus menganalisis 

pelayananministrasi 

kependudukan 
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2.9  Kerangka berpikir 

Analisis Pelayanan Administrasi Di Kecamatan 

Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

 

Undang – undang  No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  

Sederhana kejelasan Keterbukaan

nn  

Berkelanjutan Transparan Keadilan 

Maksimalnya pelayanan administrasi di 

kantor camat Bandar laksamana  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Wawancara 

mendalam terhadap informan digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

penelitian kualitatif, yang kemudian menganalisis dan mendeskripsikan 

informasinya. Anda dapat menggunakan penelitian kualitatif untuk 

menemukan makna atau pemahaman mendalam tentang suatu 

permasalahan saat ini yang diwujudkan dalam bentuk data kualitatif dalam 

bentuk gambaran, frasa, atau pengalaman, serta untuk memahami dan 

memaparkan suatu skenario atau objek dalam konteksnya. (M.Pd, 2016) 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di kantor kecamatan Bandar Laksamana 

Kabupaten Bengkalis. Alasan memilih tempat ini karena lebih dekat 

dengan tempat tinggal, mudah dijangkau serta ingin tahu pelayanan pada 

kantor kecamatan tersebut. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun 2023/2024. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Komponen penelitian yang paling krusial adalah data, yang berupa 

fakta-fakta terverifikasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang 

dapat diverifikasi akurat dan lengkap. Menurut Prasetyo Irawan (2004:84–87), 
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jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber awal, 

misalnya perorangan (Umar: 84). Jawaban responden dijadikan sebagai 

sumber data penelitian. 

2. Data sekunder berasal dari pembacaan resensi buku dan informasi lain 

mengenai permasalahan yang diteliti yang dikumpulkan dari organisasi 

atau lembaga yang terafiliasi. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah mereka yang mempunyai pengetahuan 

langsung mengenai suatu permasalahan tertentu dan mampu memberikan data 

yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat dipahami. Informan penelitian dapat 

berupa keterangan, fakta, atau angka yang dapat digunakan untuk memahami 

secara detail tentang pemerintahan daerah Kantor Kecamatan Bandar 

Laksamana Kabupaten Bengkalis. 

Adapun informan penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Informan  

No Informan Jumlah orang  

1 Camat 1 

2 Staf Pelayanan Kecamatan 3 

3 Tokoh Masyarakat 3 

4 Masyarakat 3 

Jumlah  10 
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3.5 Teknik pengumpulan Data 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yan dilakukan 

penelitian adalah observasi penelitian. Observasi sebagai metode primer 

dirancang untuk menjawab suatu pelayanan yang direncanakan dan 

dilaksanakan secara sistematis, dengan menggunakan kendali-kendali yang 

tepat dan menyajikan perkiraan yang handal dan valid tentang apa yang 

terjadi. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana pelayanan pengurus 

administrasi di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. 

b. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan melalui percakapan dua arah atau 

inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dan responden. 

Wawancara tersebut dilaksanakn kepada bagian yang berhubungan dnegan 

peneltiian efektifivitas pelayanan di kantor kecamatan BandarLaksamana 

Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan secara terstruktur kepada 

narasumber yaitu menggunakan beberapa pertanyaan yang dilontarkan 

kepada informan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hp, 

buku dan pena. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang melalui buku-buku 

ataupun literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari kantor camat Bandar 

Laksamana Kabupaten Bengkalis ataupun buku-buku, serta literatur 

lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pelayanan di kantor kecamatan Bandar Laksaman 

Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pelayanan pengurus administrasi 

menggunakan metode dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang dimana peneliti adalah sebagai instrument, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi ( gabungan, analisis data 

bersifat indukatif dan hasil menekan kan makna dari pada generalisasi ) 

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud diatas, data yang sudah 

diperoleh dalam penelitian dikumpukan kemudian dikelompokan untuk 

dijadikan sebagai bahan masukan kemudian dijadikan bahan bukti dalam 

pelaksaan penulisan ilmiah.. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks 

dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1  Deskripsi kantor camat Bandar laksamana  

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan kecamatan yang baru 

dibentuk melalui peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 

2015 tentang pembentukan kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang 

Mandau, dan Keamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. 

4.1.1  Keadaan Geografis 

1. Letak dan Batas Wilayah 

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah 

kecamatan Bandar Laksamana. Adapun batas wilayah kecamatan Bandar 

Laksamana adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Selat Malaka 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Panggir 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu 

d. Sebelah Barat : Kota Dumai 

2. Kondisi Wilayah 

Kecamatan Bandar Laksamana merupakan pecahan dari kecamatan 

Bukit batu, salah satu alasan dibentuknya kecamatan Bandar laksamana 

adalah karena jarak yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan khsuusnya pada pelayanan adminsitrasi yang berkaitan dengan 

kependudukan. Adapun jarak yang harus ditempuh oleh setiap desa 

menuju kecamatan Bandar laksamana adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Jarak lurus antara ibu kota kecamatan dengan pusat  

pemerintahan kecamatan Bandar Laksamana 

 

No Desa Jarak Lurus (Km) 

1 Parit satu api-api 30 

2 Temiang 32 

3 Api-Api 35 

4 Tenggayun 49 

5 Sepahat 55 

6 Bukit kerikil 170 

7 Tanjung Leban 65 

Sumber : Monografi kantor Camat Bengkalis 

4.2 Kantor Kecamatan Bandar Laksamana 

Berdasarkan peraturan bupati bengkalis nomo 66 tahun 2016 tentang 

kedudukan, Susunan organisasi, Eselenoring, Tugas, Fungsi Dan Uraian 

Tugas Serta Tata Kerja pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan 

pemerintah kabupaten bengkalis, adapun uraian tugas dan fungsi masing-

masing satuan organisasi kecamatan Bandar Laksamana adalah sebagai 

berikut : 

a) Camat 

Camat Mempunyai tugas memabantu Bupati, melaksanakan urusan 

pemerintahan di kacamatan  dan menyelenggarakan fungsi penyelenggraan 

urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta 

penerapan dan penegakan peraturan daerah dan perauran bupati, 

pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 
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serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan 

dalam penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan, melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenang kabupaten yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. 

b) Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam 

melakukan pembinaan adminsitrasi dan memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada seluurh perangkat/satuan orgnaisasi kecamatan. 

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai penyusun rencana program kegiatan 

kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya, 

menyusun norma, standarisasi dan prosedur pelayanan, pelaksanaan 

administrasi keuangan, pelaksanaan adminsitrasi umum meliputi urusan 

rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, humas 

dan perlengkapan serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh camat. 

c) Sub Bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian 

Sub bagian penyusunan umum dan kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas 

tersebut meliputi : 
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1. Merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan program, umum dan 

kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundnag-undangan yag ditetapkan. 

2. Merencanakan kegiatan dan mempelajari peraturan perundang-

undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan 

program, umum dan kepegawaian. 

3. Mencari, mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolah data 

serta menganlisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas 

sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian. 

4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan tugas sub bagian penyusunan program, umum dan 

kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan 

masalah. 

5. Menyiapka  bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis 

6. Melakukaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dnegan bidnag dan 

satuan kerja pernagkat daerah terkait lainnya. 

7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana Kerja Tahunan 

Dinas, Arah Kebijakan Umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dan 

Laporan Pertanggung Jawaban Serta Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemeritahan. 
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8. Melakukan koordinasi konsultasi dengan isntansi dan instnasi terkait 

dalam peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum 

dan kepegawaian. 

9. Mengarahkan dan mendistribuaiskan surat masuk dan keluar sesuai 

dengan kepentingan permasalahan. 

10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan kecamtaan 

dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai 

perencanaan ketuhan pegawai sesuai dengan  kebutuhan kecamatan. 

11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan, dan 

melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan. 

12. Mengatruurusan rumah tangga dinas, menata keindanhan dan 

kebersihan kantor serta kecamatan lingan kantor. 

13. Melakukan tugas dibidnag hukum, organisasi dan tata laksana serta 

hubungan masyarakat. 

14. Memberikan sarana-dan prasarana pertibangan kepada sekretaris 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang 

tugasnya. 

15. Membuat laporan pelaksanaan kegitan sesuai dengan data yang ada 

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai 

bahahn masukan bagi atasan. 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara 

tertulis maupun lisandengan bidnag tugasnya. 
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d) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan 

Sub bagian keuangan dan perlengkapan ini mempunyai tugas 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta layanan bidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Adapun uraian  tersebut sebagai berikut : 

1. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara, 

penegluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyipanan barang, 

pengurus barang dan membantu pengurus barang. 

2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mnegevaluasi terhadap 

kinerja bendahara, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan 

barang dan pengurus barang dan pembantu pengurus barang. 

3. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan 

rencana kebutuhan barang. 

4. Melkaukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat 

kartu inventaris barang dan membuat kartu inventaris ruangan. 

5. Melaksanakan pengelolaan amdinsitrasi keuangan yang mencakup 

adminsitrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, 

melakukan usulan kenaikna gaji berkala serta melkaukan pembukuan, 

membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan 

keunagan dinas. 

6. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak 

lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas 

pegawai sesuai petunjuk atasan. 
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e) Seksi tata pemerintahan 

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugasmembantu camat dalam 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dna petunuk 

teknis serrta layanan dibidang pemerintahan, pemerintahan kelurahan dan 

pemerintahan desa serta dibidang pertahanan dan kependudukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian dari seksi tata 

pemerintahan adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan dengan sumber data 

yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundnag-undangan 

yang telah ditetapkan. 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundnag-undangan, 

kebijakan teknis, pedman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi tata pemerintahan 

sebagai pedoman dan landasan kerja. 

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dnegan tugas tata emerintahan sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan kegiatan. 

4. Memuaskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunana dan 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seksi tata 

pemerintahan. 

5. Merumuskan dan melaksanakan inventaris permasalahan-

permasalahan yang berhbungan dengan tata pemerintahan. 
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6. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan 

analisa dan saran dalam rangka penyelesaian peselisihan antara 

wilayah/kota. 

7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

pedoman dan petunjuk pemechan masalah. 

8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan 

petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin mendirikan 

bangunan dan rekomendasinya. 

9. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum, dan pembinaan 

pemerintahan desa/kelurahan. 

10. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa, 

fasilitas penataan desa dan keluarahan dan fasilitas penyusunana desa 

serta fasilitas dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan antar desa. 

f) Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa 

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas 

membantu camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan 

pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan 

distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

g) Seksi pelayanan umum 

Seksi pelayana umum mempunyai tugas membanttu camat dalam 

menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, 
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pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, 

PATEN di kantor camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun 

uraian tugasnya adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan kegiatan seksi pelayanan umum dengan sumber data 

yang ada sesuai dnegan kebijakan dan peraturan perundnag-undangan 

yang telah dietapkan. 

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dnegan tugas seleksi pelayanan umum 

sebagai pedoman dan landasan kerja. 

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 

mengolah data serta menganlisa dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas dan pelayanan umum dan desa sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan. 

4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 

pengeolaan data dan informasi yang ebrhbungan dengan seleki 

pelayanan umum. 

5. Melakukan pembinaan, pengkorrdinasian, mengevaluasi, mengawasi 

pelaksaaan PATEN dikantor camat. 

6. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

terhadap pelaksanan kegiatan social, bantuan social dan budaya kepada 

masyarakat diwilayah kecamtaan. 

7. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

kecamatan atau dengan isntansi vertical dengan swasta dalam 
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pemelihraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah 

kecamatan. 

8. Memberikan sarana pertimbangan dan laporan pelaksanaan kegiatan 

seksi pelayanan umum yang telah dilakukan untuk dipergunakan 

sebagai bahan masukan bagu atasan. 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran tugas kecamatan. 

Adapun bagan struktur organisasi kantor kecamatan Bandar laksamana 

dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Kecamtan Bandar Laksamana 

  
CAMAT 

 

 

ADE SUWIRMAN, S,STP, M.A.P 

SEKRETARIS 

KECAMATAN 

KASSUBAG 

KEUANGAN DAN 

PERLENGKAPAN 

 

NUR BAITI,SE 

Nip.19711116 200701 

2003 

KASSUBAG 

PENYUSUNAN 

PROGRAM UMUM 

 

SAID ACHMAD 

FAISAL,ST 

Nip.19341124 201102 

1002 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

KEPALA SEKSI 

TATA 

PEMERINTAHAN 

 

KEPALA SEKSI 

TATA 

PEMERINTAHAN 

- 

-- 

KEPALA SEKSI 

SOSIAL BUDAYA 
KEPALA SEKSI 

KETERTIBAN 

KEPALA SEKSI 

PELAYANNA 

UMUM 



45 

 

 

4.3.1 Gambaran pelayanan di kantor kecamatan Bandar laksamana  

Kecamatan Bandar laksamana dibentuk berdasarkan peraturan daerah 

kabupaten bengkalis No 6 tahun 2015 tentang pembentukan kecamatan 

Bandar laksaman, kecamatan talang mandau dan kecamatan bathin solapan 

pada tanggal 23 desember 2015. 

Kecamatan Bandar laksamana merupakan daerah yang terluar karena 

perbatasan selat malaka. Hal ini sudah seharusnya menjadi proritas 

pembangunan dikabupaten Bengkalis. Kantor camat Bandar laksamana 

lokasinya berada pada desa tenggayun, kantor ini cukup jauh apabila ditempuh 

dengan kendaraan bermotor dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dari ibu kota 

kecamatan sebelumnya. 

a. Kondisi Perangkat Dikantor Kecamatan Bandar Laksaman  

Tabel 4.2 

Data Pejabat Struktural Dikantor  

Camat Bandar Laksaman 

No Jabatan Nama  

1  Camat  Ade suwirman, S,STP,M.A.P 

2  Sekretaris kecamatan  Rahma dhani, S.STP,M.Si 

3 

 Kassubag peny, program, umum 

 dan kepegawaian Said ahmad faisal, ST 

4  Kassubag keuangan dan perlengkapan  Nurbaiti, SE 

5  Kasi tata pemerintahan  Muhammad hanafi, S.STP 

6  Kasi pemberdayan masyarakat dan desa                          - 

7  Kasi pelayana umum Rosni, SS 

Sumber: struktur organisasi kantor camat Bandar laksamana  
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Tabel 4.3  

Data staf pada Kantor  

Camat Bandar Laksamana 

 

No Bidang Tugas  Jumlah 

1  Staf Administrasi Kantor 14 orang 

2  Staf Pelayanan PATEN 7 orang 

3  Operator Genset 2 orang 

4  Petugas Kebersihan 4 orang 

5  Supir 1 orang 

 

b. Kondisi pelayanan di kantor kecamatan Bandar laksamana  

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, kantor camat 

Bandar laksamana PATEN (Pelayanan terpadu kecamatan) hal ini 

dikarenakan kantor camat Bandar laksamana belum memenuhi syarat 

teknis yang meliputi sarana dan prasarana yang juga belum tersedia seperti 

loket pelayanan, namun dengan kondisi demikian, pelayanan kepada 

masyarakat tetap pelaksanaan. 

1) Jenis dan lamanya proses pelayanan yang ada dikantor kecamatan 

Bandar laksamana  

Adapun jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan dilkaukan 

sebagai berikut : 

a. Surat Keterangan Ahli Waris  

b. Surat keterangan Domisili 

c. Surat izin tempat usaha 

d. Surat keterangan tidak mampu 

e. Rekomendasi surat keterangan terdaftar  
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f. Surat Dispensasi 

g. Rekomendasi Penelitian 

h. Keterangan izin keramaian 

i. Rekomendasi dan pengantar dalam pelayanan administrasi 

kependudukan (KTP, KK, Akte kematian, perpindahan penduduk, 

pengantar nikah) 

j. Persetujuan pengajuan proposal 

k. Surat keterangan lainnya 

2) Jam Kerja Pelayanan 

Jadwal pelaksanaan pelayanan di kantor cmat Bandar 

laksamana adalah sebagai berikut : 

a. Senin  s/d Rabu  : 08 :00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 

b. Kamis    : 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.30 

c. Jum’at    : 08.00-11.30 WIB dan 14.00-16.30 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti mengenai analisis pelayanan adminsitrasi dikantor camat Bandar 

laksamana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi di kantor camat 

Bandar laksamana dikatakan belum baik. Hal ini dikarenakan Pelayanan 

administrasi yang ada dikantor camat Bandar laksamana masih rendah, 

karena ketidaksesuaian pegawai dalam melaksanakan tugasnya kepada 

masyarakat. melakukan pelayanan yang masih menyulitkan masyarakat dan 

berbelit-belit. 

 Adapun faktor penghambat yang ada di kantor camat Bandar 

laksamana diantaranya adalah :  

1) faktor kebijakan 

2) sumber daya aparatur 

3) kesadaran masyarakat 

4) sarana dan prasarana yang belum memadai, dimana dari faktor kebijakan 

yang ada pelayanan di kantor kecamatan Bandar laksamana belum 

maksimal sehingga keluhan masyarakat tentang pelayanan, dan sumber 

daya aparatur menjadi penghalang seperti kedisiplinan  waktu masuk 

kantor dan pulang. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat maka 

penulis dapat memberikan saran agar : 

1. Disarankan kepada camat Bandar laksamana agar memperhatikan dan 

meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan standar operasioanal agar masyarakat tidak mengeluh terhadap 

pelayanan yang kurang baik dari pihak kantor camat. Selain itu diharapkan 

kepada camat Bandar laksamana agar dapat memberikan  pelaihan 

kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan  pelayanan public terhadap 

masyarakt untuk mewujudukan pelayanan. 

2. Disarankan kepada camat Bandar laksamana agar benar-benar 

memperhatikan maslaah sarana dan prasarana untuk keperluan kantor agar 

masyarakat yang datnag untuk melakukan pelayanan lebih nyaman dan 

tidka kebingungan sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan. 
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